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ABSTRACT 
Indonesia consists of various ethnic-groups, religions, races, etc which are 
the potential base of human resources.  It could be created optimally if placed in 
equal aspiration framework then gives the great power. In the other side, the 
diversity has a potentialal to gives social crime-infested such as social conflict. 
Based on the view above, the writer writes this thesis entitled an observation of 
social ethics towards the paradox of religion role and freedom of religion in terms 
of conflicts in Indonesia. 
This is a descriptive qualitative research which for explain objectively and 
obviously regarding social ethics towards the paradox of religion role and freedom 
of religion in terms of conflicts in Indonesia.  
Conflicts happened in Indonesia lately caused by religion predicted. If it 
analyzed, religion is not a main cause of the conflicts happened in Ambon or other 
cities in Indonesia because every religion teaches kindness. Exclusives and 
excessive solidarity of some members of a religious community that cause 
conflicts among people. Based on ethics, the exclusives of some members leads to 
immoral behavior in terms of religion the worst thing. Specifically ethics focus on 
how people should life in relation with society to achieve security, safety and 
welfare. Ethics helps us not to loss orientation in transformation of culture, social, 
economy, politics and intellectual.  
Conflicts of religions that happened in Indonesia make freedom of religion 
concept is not appreciated as a human right. Religion should have a role to 
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establish pluralism admit that every religion is legal and has value of 
righteousness. 
Keywords : Social ethics, freedom of religion, conflict 
 
A. PENDAHULUAN 
Indonesia adalah sebuah negara yang penduduknya majemuk dari segi suku 
bangsa, budaya dan agama. Realitas kemajemukan tersebut, disadari oleh para 
pemimpin bangsa, yang memperjuangkan kemerdekaan negeri ini, dari penjajahan 
asing. Mereka memandang bahwa kemajemukan tersebut bukanlah halangan 
untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan, serta untuk mewujudkan cita-cita 
nasional dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemajemukan 
tersebut termasuk kekayaan bangsa Indonesia.  
Para pemimpin bangsa tersebut mempunyai cara pandang yang positif 
tentang kemajemukan. Cara pandang seperti ini selaras dengan ajaran agama. 
Agama mengingatkan bahwa kemajemukan terjadi atas kehendak Tuhan yang 
Maha Kuasa, sehingga harus diterima dengan lapang dada dan dihargai, termasuk 
di dalamnya perbedaan konsepsi keagamaan. 
Perbedaan konsepsi di antara agama-agama yang ada adalah sebuah realitas, 
yang tidak dapat dipungkiri oleh siapa pun. Perbedaan bahkan benturan konsepsi 
itu terjadi pada hampir semua aspek agama, baik di bidang konsepsi  tentang 
Tuhan maupun konsepsi pengaturan kehidupan. Hal inilah yang dalam 
prakteknya, cukup sering memicu konflik fisik antara umat berbeda agama. Untuk 
itu perlu adanya suatu pembaharuan untuk menekan perbedaan tersebut.  
Peristiwa konflik sosial yang sering terjadi di Indonesia, dimana sebagai 
bangsa yang memiliki keragaman dalam pelbagai aspek, konflik sosial merupakan 
fenomena yang tidak mungkin bisa dihindarkan. Dalam kajian teoritik seperti 
dalam antropologi dan sosiologi, keragamaan yang dimiliki suatu bangsa, 
sebagaimana yang juga dimiliki oleh bangsa Indonesia, selalu dipandang sebagai 
suatu kekuatan sosial yang memiliki potensi positif. Keragaman yang tercermin 
pada identitas kolektif suatu kelompok sosial, dapat menciptakan ikatan kohesif 
yang dapat memperkuat posisi tawar dengan kelompok sosial lainnya. Tetapi, di 
155 
 
sisi lain, keragaman tersebut berpotensi juga dalam menciptakan stereotip dan 
kecurigaan terhadap kelompok lain. Maka bisa dipastikan, sikap tersebut menjadi 
pintu masuk munculnya konflik sosial.  
Konflik sosial yang pernah terjadi secara beruntun di tahun 1990-an, selalu 
berhubungan dengan kemajemukan. Di antara variabel keanekaragaman yang 
acapkali menjadi pemicu terjadinya kesalahpahaman dan berakibat pada 
terjadinya konflik sosial adalah agama. Agama boleh dikatakan sebagai unsur 
sosial dengan tingkat sensisivitas yang tinggi. A. Mukti Ali, mantan Menteri 
Agama R.I. pernah mengatakan bahwa agama merupakan topik pembicaraan yang 
paling banyak menggugah emosi. Ranah pembicaraan agama dapat melampaui 
ranah budaya, etnis, bahasa, dan lain sebagainya. Apabila, misalnya, etnis 
memiliki keterbatasan hanya dalam konteks tertentu yang secara kebetulan 
disatukan dengan latar belakang etnis yang sama. Tetapi berbeda dengan agama. 
Agama justru bisa merangkul perbedaan budaya, bahasa, dan etnis. Sehingga jika 
ada persoalan sosial seperti konflik yang dipicu oleh agama, maka dengan begitu 
cepatnya mendatangkan respons dari pihak yang memiliki kesamaan agama 
dengan pihak yang terlibat konflik secara langsung, meskipun dari sisi 
etnis,misalnya, berbeda. 
Etika adalah ilmu pengetahuan yang menjelaskan arti baik dan buruk, 
menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan 
yang harus dicapai oleh manusia dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan 
untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat oleh manusia.  Etika dapat 
ditinjau dari beberapa pandangan, salah satunya ditinjau dari pandangan 
sosiologis yang melahirkan etika sosiologis atau etika sosial. Etika sosiologis 
memandang etika sebagai alat mencapai keamanan, keselamatan, dan 
kesejahteraan hidup bermasyarakat. Etika ini menitikberatkan pada keselamatan 
dan kesejahteraan hidup bermasyarakat, serta berfokus pada bagaimana 
seharusnya seseorang menjalankan hidupnya dalam hubungannya dengan 
masyarakat. 
Sementara itu, agama merupakan media transendental yang digunakan oleh 
Tuhan dan manusia untuk saling menyapa melalui firman-Nya. Dengan proses ini, 
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secara internal manusia diharapkan selalu berada dalam realitas sebagai makhluk 
religius. Sedangkan secara eksternal manusia diharapkan selalu mengasah 
komitmen kemanusiaannya yang dibuktikan dengan secara aktif terlibat dalam 
berbagai kerja kemanusiaan dengan sesamanya. Inilah cita-cita luhur semua 
agama. Emile Durkheim, seorang sosiolog, mengatakan bahwa agama adalah 
sesuatu yang bersifat sosial. Menurutnya, agama melayani masyarakat dengan 
menyediakan ritual yang membimbing kehidupan setiap individu di dalam 
masyarakat. Dengan demikian agama berperan sebagai sarana untuk menjaga 
kesusilaan dan tata tertib masyarakat. Namun kenyataan menunjukkan bahwa 
agama sering tampil dalam wajah yang menyeramkan dan menakutkan. Hal ini 
merupakan sebuah paradoks. Agama sering dikaitkan dengan contoh perilaku 
terburuk manusia. Para pemimpin agama dan umat dari agama-agama menghasut 
penyerangan, fanatisme, kebencian, bahkan menyebabkan dan melegitimasi 
kekerasan serta konflik berdarah. Menurut Hocker dan Wilmot konflik adalah 
ekpresi perjuangan diantara minimal dua belah pihak yang saling tergantung 
untuk mencapai tujuan tertentu, dimana dua pihak itu merasa tidak memiliki 
kesamaan tujuan, memperebutkan sumber daya yang langka, dan merasa adanya 
campur tangan pihak lain dalam upaya pencapaian tujuan.  
Kemajemukan yang ada pada bangsa Indonesia, di satu pihak bila disikapi 
secara arif dan bijaksana merupakan modal dasar sumber daya manusia. Di lain 
pihak dapat pula  menimbulkan kerawanan sosial. Kerusuhan-kerusuhan yang 
terjadi beberapa waktu lalu merupakan suatu tragedi yang timbul karena adanya 
kemajemukan yang tidak disikapi secara arif, sehingga menimbulkan jarak sosial 
yang menjadi potensi konflik serta dapat menimbulkan disintegrasi sosial.  
Bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, agama, ras, etnis, di satu 
pihak merupakan potensi dasar sumber daya manusia yang bila teraktualisasi 
secara optimal dan diposisikan dalam kerangka cita-cita yang sama, akan 
menimbulkan kekuatan yang besar. Namun di lain pihak kemajemukan ini 
berpotensi menimbulkan kerawanan sosial dalam bentuk konflik sosial. Bahkan 
identitas sosial yang didasarkan atas satuan daerah, suku, agama, golongan, 
maupun orientasi ideologi tertentu akan merusak sendi-sendi kebangsaan, apalagi 
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jika didukung oleh elit politik untuk kepentingan tertentu, akan memperkuat tensi 
pada satuan identitas yang pada titik puncaknya bisa menimbulkan tragedi sosial 
Suparlan dkk (1999; Hal.58). 
Konflik Maluku, Poso, ditambah sejumlah kasus terpisah di berbagai  
tempat di mana kaum Muslim terlibat konflik secara langsung dengan umat 
Kristen adalah sejumlah contoh konflik yang sedikit banyak dipicu oleh 
perbedaan konsep di antara kedua agama ini.  
Pandangan stereotip satu kelompok terhadap kelompok lainnya, biasanya 
menjadi satu hal yang muncul bersamaan dengan terdengarnya genderang 
permusuhan, yang diikuti oleh upaya saling serang, saling membunuh, membakar 
rumah-rumah ibadah seteru masing-masing, dan sebagainya. 
Konflik-konflik yang marak terjadi dalam masyarakat Indonesia beberapa 
waktu lalu disinyalir dan diduga disebabkan karena terdapat peran agama 
didalamnya, termasuk pemaksaan untuk menganut agama tertentu sehingga 
kebebasan beragama tidak lagi diakui, dihormati dan dihargai sebagaimana 
mestinya. Padahal jika ditinjau dengan benar, maka tidak satu pun agama di dunia 
ini yang mengajarkan masing-masing penganutnya untuk saling bertikai apalagi 
melakukan pembunuhan terhadap sesama manusia. Bertolak dari pandangan di 
atas, maka peneliti membuat sebuah penulisan tentang “Etika Sosial Terhadap 
Paradoks Peran Agama Dan Kebebasan Beragama Dalam Kaitannya Dengan 
Konflik Di Indonesia”. 
 
B. METODE PENELITIAN 
1. Jenis Penelitian 
Untuk membahas dan mengkaji tentang etika sosial terhadap paradoks peran 
agama dan kebebasan beragama dalam kaitannya dengan konflik di Indonesia 
serta untuk mendapatkan gambaran dan penjelasan yang terperinci mengenai etika 
sosial terhadap paradoks peran agama dan kebebasan beragama dalam kaitannya 
dengan konflik di Indonesia. Maka peneliti akan melakukannya dengan 
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mendapatkan 
data dan informasi sebanyak mungkin tentang masalah pokok yang dibahas.  
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Sedangkan tipe penelitian adalah deskriptif bertujuan untuk                   
menggambarkan secara objektif dan apa adanya tentang etika sosial terhadap 
paradoks peran agama dan kebebasan beragama dalam kaitannya dengan konflik 
di Indonesia. 
 
2. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam       
penelitian ini, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 
Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 
mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan 
data dapat dilakukan dalam berbagai setting dan berbagai sumber, dan berbagai 
cara. Sugiono (2009). 
a. Pengambilan Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa tahap-tahap 
dalam melakukan penelitian sebagai berikut: 
1) Tahap awal dalam pengambilan data ialah mengidentifikasi 
masalah yang menjadi tujuan dari penelitian sehingga dalam 
melakukan penelitian, peneliti tidak kesulitan dalam melakukan 
penelitian. 
2) Sebagai data awal dalam melakukan penelitian, data sersebut 
dijadikan sebagai dokomen pendukung dalam melakukan penelitian 
selanjutnya. 
 
3. Teknik Analisis Data 
Analisa data adalah upaya menata secara sistematis catatan hasil observasi, 
dokumentasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang 
masalah yang diteliti dan menyajikan temuan bagi orang lain Moleong (1998: 
183). 
Analisis data yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif. Analisis 
data kualitatif diartikan sebagai usaha analisis berdasarkan kata-kata yang disusun 
dalam bentuk teks yang diperluas. Studi dokumen yang telah dituangkan dalam 
catatan Pasolong (2005:125). Data dalam catatan inilah yang dianalisis secara 
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kualitatif, artinya data yang disajikan bukan berupa angka-angka melainkan 
berupa kata-kata atau naratif. 
 
C. PEMBAHASAN 
Peran agama dalam kehidupan sehari-hari merupakan sesuatu yang sangat 
krusial dan dilematis. Konflik karena faktor agama seperti yang terjadi di 
Indonesia menimbulkan pertanyaan apakah manusia beragama untuk berkonflik? 
Pertanyaan ini begitu mengusik karena seringnya agama tampil dalam wajah 
paradoks. Disatu sisi agama merupakan pedoman manusia untuk hidup. Semua 
agama mengajarkan tentang kebaikan dan ditujukan untuk melindungi jiwa, hak, 
martabat, dan kemanusiaan setiap penganutnya. Namun disisi lain, jika melihat 
kenyataan yang ada, agama justru dijadikan sebuah alasan dalam berbagai konflik 
yang terjadi dimana-mana. 
Pluralisme merupakan kata yang paling memungkinkan untuk 
menggambarkan dunia yang begitu rupa, tidak ada kesegaraman apapun di sana. 
Banyak agama, suku, ras, kelas sosial, jenis kelamin dan golongan, karenanya 
pluralisme sejatinya bukanlah ungkapan yang harus ditakuti atau menakutkan 
karena itulah kenyataan dunia yang kita jumpai. Pluralisme adalah bentuk 
kelembagaan dimana penerimaan atas keragaman melingkupi masyarakat tertentu 
atau dunia secara keseluruhan. Maknanya lebih dari sekedar toleransi moral atau 
koeksistensi pasif. Toleransi adalah soal kebiasaan moral atu perasaan pribadi, 
sementara koeksistensi adalah semata-mata penerimaan terhadap pihak lain yang 
tidak melampaui keadaan konflik. 
Pluralisme pada satu sisi mensyaratkan ukuran-ukuran kelembagaan dan 
legal yang melindungi dan mensyahkan kesetaraan dan menembangkan rasa 
persaudaraan di antara umat manusia sebagai pribadi dan kelompok, baik ukuran-
ukuran itu bersifat bawaan atau perolehan. Begitu pula pluralisme menuntut suatu 
pendekatan yang serius terhadap upaya memahami pihak lain dan kerja sama yang 
membangun kebaikan semua. Semua manusia harus menikmati hak-hak dan 
kesempatan-kesempatan yang sama, dan seharusnya memenuhi kewajiban-
kewajiban yang sama sebagai warga dunia dan warga Negara. Setiap kelompok 
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seharusnya memiliki hak-hak untuk berkumpul (berhimpun) dan berkembang, 
memelihara identitas dan kepentingannya, dan menikmati kesetaraan hak-hak dan 
kewajiban-kewajiban dalam negara dan dunia internasional.  
Pluralisme berarti bahwa kelompok-kelompok minoritas dapat berperan 
serta secara penuh dan setara dalam kelompok mayoritas dalam masyarakat, 
sembari mempertahankan identitas dan perbedaan mereka yang khas. Pluralisme 
harus dilindungi oleh hukum dan Negara, baik hukum Negara maupun hukum 
internasional. Dengan demikian, pluralisme sejatinya berdimensi kognitif 
sekaligus berdimensi politis. Pluralisme kognisi tidak diterjemahkan 
menempatkan keyakinan seseorang dalam bahaya, karena seseorang dapat dengan 
pasti dapat mengkombinasikan pluralisme realtifis dari alternatif-alternatif yang 
mungkin dengan suatu sikap tunggal berkenaan dengan penalaran ideal dan 
dengan suatu keterikatan yang kokoh dan logis pada nilai-nilai yang tertanam 
dalam pandangan pribadi seseorang. 
Sementara pluralisme politis menegaskan bahwa kekuasaan dan 
kewenangan tidak seyogyanya dimonopoli oleh kelompok, tatanan atau organisasi 
tunggal, bahwa seluruh penduduk negeri harus diizinkan untuk bersaing secara 
sah atau bekerjasama. Pluralisme dalam hal agama mengakui keragaman 
kelompok keagamaan, hak-hak keimanan, pengungkapan, perkumpulan dan 
kegaiatn-kegiatan yang sah untuk setiap orang. Kerjasama kemanusiaan yang 
dimiliki oleh setiap agama seperti prinsip kejujuran, keadilan, musyawarah, 
persamaan dan soloidaritas hemat saya dapat menjadi bagian srtategis kerjasama 
antarumat bergama di negeri pluralistic ini. Agama-agama sudah seharusnya lebih 
banyak memperbincangkan masalah kemanusiaan dalam masyarakat ketimbang 
membahas masalah-masalah teologis yang standartnya seringkali berbeda-beda 
antara satu dan lainnya. Tidak boleh ada standart ganda dalam berdialog dan 
kerjasama, sehingga tetapi menyisakan pertanyaan, jangan-jangan kita akan 
dimanfaatkan dan atau kita memanfaatkan mereka, sebab kita jauh lebih baik dari 
mereka. Karena perbedaan cara pandang teologi itulah, padahal masalah teologi 
tidak semuanya murni agama, itu hanya sebagian dari beragama,jika kita 
mengikuti perspektif agama dari kaum akademisi khususnya sosiolog, yang 
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mengkategorikan agama adalah adanya sistem keyakinan, sistem simbol-ritual dan 
sistem organisasi. Di mana di dalamnya ada pemimpin, umat, kitab dan hirarki 
lainnya. 
Dalam perspektif bangsa Indonesia sendiri, agama pada awalnya merupakan 
kekuatan pencerahan dan pembebasan. Hal ini  terbukti dengan spirit agama yang 
mendalam mampu mengantar bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Dalam 
konteks ini, agama berperan sebagai kekuatan penyangga dan sekaligus sebagai 
kekuatan pencerahan sosial. Karena peran agamalah, maka kehidupan manusia 
mengalami kebahagiaan, kesejahteraan, ketenangan dan kemulian moral serta 
saling hidup berdampingan satu sama lain. Artinya, agama memiliki peran 
integrasi. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa beberapa waktu yang lalu 
agama tidak lagi menjadi kekuataan dan pemersatu, tetapi justru menjadi pemicu 
terjadinya konflik dalam masyarakat Indonesia. Konflik bernuansa agama di tanah 
air dapat dilihat  dimana-mana seperti konflik di Sampit, Poso, hingga konflik 
Ambon. Bahkan ketika konflik karena faktor agama itu terjadi, salah satu 
pengaruh yang ditimbulkan adalah pemaksaan untuk agama tertentu dari pihak 
yang berkuasa (atau menang dalam konflik tersebut) terhadap pihak yang dikuasai 
(kalah). Pihak yang kalah atau lemah tidak lagi dihargai haknya untuk tetap 
menganut agama yang diyakini, tetapi justru dipaksakan untuk menganut agama 
baru sesuai dengan yang diyakini oleh penguasa.  
Sehubungan dengan itu, tulisan ini bermaksud untuk meninjau tentang 
pandangan etika sosial terhadap paradoks peran agama dan kebebasan beragama 
dalam kaitannya dengan konflik di Indonesia. 
Etika adalah ilmu pengetahuan yang menjelaskan arti baik dan buruk, 
menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan 
yang harus dicapai oleh manusia dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan 
untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat oleh manusia.  Etika dapat 
ditinjau dari beberapa pandangan, salah satunya ditinjau dari pandangan 
sosiologis yang melahirkan etika sosiologis atau etika sosial. Etika sosiologis 
memandang etika sebagai alat mencapai keamanan, keselamatan, dan 
kesejahteraan hidup bermasyarakat. Etika ini menitikberatkan pada keselamatan 
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dan kesejahteraan hidup bermasyarakat, serta berfokus pada bagaimana 
seharusnya seseorang menjalankan hidupnya dalam hubungannya dengan 
masyarakat. 
Sementara itu, agama merupakan media transendental yang digunakan oleh 
Tuhan dan manusia untuk saling menyapa melalui firman-Nya. Dengan proses ini, 
secara internal manusia diharapkan selalu berada dalam realitas sebagai makhluk 
religius. Sedangkan secara eksternal manusia diharapkan selalu mengasah 
komitmen kemanusiaannya yang dibuktikan dengan secara aktif terlibat dalam 
berbagai kerja kemanusiaan dengan sesamanya. Inilah cita-cita luhur semua 
agama. Emile Durkheim, seorang sosiolog, mengatakan bahwa agama adalah 
sesuatu yang bersifat sosial. Menurutnya, agama melayani masyarakat dengan 
menyediakan ritual yang membimbing kehidupan setiap individu di dalam 
masyarakat. Dengan demikian agama berperan sebagai sarana untuk menjaga 
kesusilaan dan tata tertib masyarakat. Namun kenyataan menunjukkan bahwa 
agama sering tampil dalam wajah yang menyeramkan dan menakutkan. Hal ini 
merupakan sebuah paradoks. Agama sering dikaitkan dengan contoh perilaku 
terburuk manusia. Para pemimpin agama dan umat dari agama-agama menghasut 
penyerangan, fanatisme, kebencian, bahkan menyebabkan dan melegitimasi 
kekerasan serta konflik berdarah. Oleh sebab itu, salah satu hal yang berkaitan 
dengan agama, yakni kebebasan beragama telah lama mendapat perhatian dari  
badan dunia seperti PBB untuk diakui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi 
Manusia. 
Konflik di tengah masyarakat Indonesia yang awalnya disebabkan oleh 
sebuah gerakan pembaruan yang disebut reformasi atas sistem politik dan 
ekonomi yang opresif dan korup, telah memasuki wilayah yang sangat peka yakni 
sentimen keagamaan dan etnis. Kisah konflik di Ketapang, Sampit, Poso, Kupang, 
Halmahera, Maluku Tengah dan Selatan juga Ambon telah meninggalkan noda 
hitam atas kemanusiaan yang mengatasnamakan agama. Konflik sosial yang 
disebut tadi membuat kandungan atau nuansa agama telah meningkat menjadi 
konflik politik bernuansa agama. 
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Salah satu contoh konflik yang bernuansa agama yang menelan banyak 
korban yaitu terjadi di Kota Ambon. Kota Ambon yang dulunya dikenal sebagai 
Ambon manise, yang artinya manis atau indah tiba-tiba berubah menjadi kota 
yang kotor dan porak-poranda karena konflik kemanusiaan bernuansa SARA 
(suku, agama, ras dan antar golongan) yang terjadi d i tahun 1999 lalu. Diduga, 
faktor pemicu munculnya konflik Ambon yakni dengan dihembuskannya isu 
keagamaan oleh pihak-pihak tertentu dalam isu etnisitas. Sebelum terjadi konflik, 
kehidupan ekonomi di Ambon dikuasai oleh tiga etnis yaitu Buton, Bugis, dan 
Makassar, yang merupakan etnis pendatang dari Sulawesi dan beragama Islam, 
sementara itu orang Ambon yang mayoritas beragama Kristen Protestan kurang 
memiliki keahlian dan peranan dalam bidang ekonomi. Keadaan inilah yang 
diduga menimbulkan konflik. Sebab pertama yang disinyalir adalah timbulnya 
kecemburuan orang Ambon dimana mereka merasa kalah di tanah sendiri oleh 
pendatang. Sebab kedua adalah munculnya prasangka mayoritas-minoritas, 
sebagaimana yang juga terjadi di berbagai tempat lain di Indonesia terhadap etnis 
Cina. Prasangka muncul karena etnis Buton, Bugis, dan Makassar sebagai 
minoritas menguasai perekonomian di Ambon. Sebab ketiga adalah munculnya 
faktor pemicu lain, yakni dengan dihembuskannya isu keagamaan.  
Pengusiran etnis Bugis, Buton dan Makassar (BBM) dari Ambon oleh 
orang-orang Ambon asli pada awalnya boleh jadi hanya dipicu oleh persoalan 
etnisitas belaka, mirip dengan pertikaian antara etnis Madura dan Dayak di 
Kalimantan. Namun jika hanya persoalan etnisitas tentunya begitu etnis Bugis, 
Buton dan Makassar keluar dari Ambon maka selesailah sudah permasalahan di 
Ambon. Faktanya, konflik di Ambon justru semakin menghebat. Setelah etnis 
Bugis, Buton dan Makassar keluar dari Ambon, konflik yang kemudian terjadi 
adalah antara orang Ambon yang beragama Islam dengan orang Ambon yang 
beragama Kristen. Konflik itu selanjutnya terus membesar dan dilabeli konflik 
antar agama. Secara gampang bisa dikatakan bahwa konflik antar agama di 
Ambon muncul sebagai bentuk solidaritas agama. Tatkala etnis Bugis, Buton, dan 
Makassar yang beragama Islam terusir oleh orang Ambon yang beragama Kristen, 
lalu muncullah rasa solidaritas sesama muslim pada orang Ambon yang beragama 
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Islam. Akibatnya kemudian pertikaian yang terjadi adalah antara penganut agama 
Islam dan agama Kristen. 
Dalam situasi ekstrem, agama yang berperan membawa kedamaian dan 
kesejahteraan, memang bisa menjadi pendorong terjadinya konflik. Gambaran 
diatas membuktikan bahwa nilai-nilai agama yang intinya mengajarkan kasih, 
persaudaraan dan perdamaian telah berganti menjadi kebencian dan permusuhan. 
Secara normatif agama-agama menyatakan bahwa ajarannya tidak mengandung 
unsur konflik. Namun, adanya perbedaan konsep diantara agama-agama yang ada 
merupakan sebuah realitas yang tidak dapat dipungkiri oleh siapa pun. Perbedaan 
baik di bidang konsepsi tentang Tuhan maupun konsepsi pengaturan kehidupan 
inilah yang justru menyebabkan terjadinya benturan hampir di semua agama. Hal 
ini dalam prakteknya, cukup sering memicu konflik fisik antara umat berbeda 
agama. Konflik Ambon dan sejumlah kasus terpisah di berbagai tempat dimana 
umat Islam terlibat konflik secara langsung dengan umat Kristen adalah sejumlah 
contoh konflik yang sedikit banyak dipicu oleh perbedaan konsep diantara kedua 
agama ini. Sebagian kalangan berpendapat bahwa perbedaan konsep 
keagamaanlah yang menjadi sumber konflik utama antara umat manusia.  
Selain itu, konflik karena agama juga bisa disebabkan karena doktrin suatu 
agama mulai mengeras, yakni dengan adanya perasaan dan sikap eksklusif. Sikap 
ini mengkondisikan para pemeluk agama mengklaim bahwa dirinya paling benar. 
Bentuk keberagamaan semacam ini secara potensial bisa membawa konflik 
kepada agama lain. Apalagi, sikap eksklusif itu dibenarkan dengan klaim bahwa 
hanya agama yang dipeluknya adalah yang paling benar, sementara agama lain 
adalah "jalan yang salah yang membawa pengikutnya kepada kesesatan". Di 
samping itu, setiap penganut agama biasanya cenderung membuat standar ganda 
dalam melihat agama lain. Dalam menilai agama sendiri, biasanya ia memakai 
standar bahwa agamanyalah yang paling benar menurut standar ideal-normatifnya 
sendiri. Sementara dalam melihat agama lain, selalu dilihatnya ada sesuatu yang 
tidak ideal. Standar ganda ini juga sering digunakan untuk menegaskan secara 
teologis bahwa agama sendiri selalu bersifat konsisten, tanpa pertentangan atau 
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kesalahan sama sekali, asli dari Tuhan, sementara agama lain banyak sekali 
kontradiksi, inkonsisten, dan merupakan buatan manusia.  
Namun, jika dianalisis dengan baik, agama sebenarnya bukanlah pemicu 
konflik baik konflik yang terjadi di Ambon maupun daerah-daerah lainnya di 
Indonesia. Karena pada dasarnya semua agama mengajarkan tentang kebaikan. 
Justru sikap ekslusif dan solidaritas berlebihan dari para pelaku agama itu sendiri 
yang menimbulkan konflik diantara pemeluk agama yang satu dengan pemeluk 
agama yang lain. Dan jika ditinjau dari segi etika, maka sikap ekslusif para pelaku 
agama yang cenderung berperilaku amoral atas nama agama merupakan hal tidak 
tepat dan tidak dapat dibenarkan sama sekali. Etika mengatur bagaimana 
seharusnya manusia berperilaku. Secara khusus etika sosial menitiberatkan 
tentang bagaimana seharusnya seseorang menjalankan hidupnya dalam 
hubungannya dengan masyarakat untuk mencapai keamanan, keselamatan, dan 
kesejahteraan hidup bermasyarakat. Etika membantu kita tidak agar tidak 
kehilangan orientasi dalam transformasi budaya, sosial, ekonomi, politik dan 
intelektual. Etika juga membantu kita sanggup menghadapi ideologi- ideologi 
yang merebak di dalam masyarakat secara kritis dan obyektif. Dan terutama, etika 
membantu para pelaku agama untuk menemukan dasar dan kemapanan iman 
kepercayaan sehingga tidak bersikap tertutup, baik terhadap keberadaan agama 
lain maupun dengan perubahan jaman. 
Karena seperti yang dikatakan oleh Hans Kung bahwa tidak ada 
perdamaian dunia tanpa perdamaian antar agama. Untuk itu, melalui tinjauan etika 
sosial yang juga merupakan bagian dari etika global maka berbagai komunitas 
agama yang berbeda, baik yang ada di Indonesia maupun dunia secara 
keseluruhan, perlu ditempatkan dalam sebuah aras dan perspektif tertentu demi 
menggalang kerjasama untuk menjawab tantangan kemanusiaan baik di tingkat 
global, nasional maupun lokal (seperti konflik yang terjadi di Ambon). Dalam 
perspektif ini, agama hendaklah didorong kepada sebuah realisasi tentang iman 
mereka agar menjadi semakin konkrit dan dituntut untuk bertanggung jawab 
terhadap nasib kehidupan masyarakat baik secara terbatas maupun global, dan 
bukan sebaliknya bersifat paradoks yakni dengan menjadi pemicu konflik.  
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Jika  berkenan melongok sejarah dan melihat konflik antaragama di wilayah 
negara lain, maka akan didapati kenyataan yang sama. Sejarah Perang Salib adalah 
potret pertentangan panjang antar-pemeluk agama (Islam-Kristen). Juga Perang 
Bosnia (Katolik-Islam); pertentangan panjang Palestina-Israel (Islam-Yahudi); 
Irlandia (Katolik-Protestan); India (Hindu-Islam); Srilanka (Hindu-Budha); Burma 
(Budha-Islam), Sudan (Islam-Kristen); dan sebagainya adalah daftar panjang 
tentang konflik yang sangat kental nuansa agamanya.  
Namun, adanya perbedaan konsep diantara agama-agama yang ada 
merupakan sebuah realitas yang tidak dapat dipungkiri oleh siapa pun. Perbedaan 
baik di bidang konsepsi tentang Tuhan maupun konsepsi pengaturan kehidupan 
inilah yang justru menyebabkan terjadinya benturan hampir di semua agama. Hal 
ini dalam prakteknya, cukup sering memicu konflik fisik antara umat berbeda 
agama. Sejumlah kasus terpisah di berbagai tempat dimana umat Islam terlibat 
konflik secara langsung dengan umat Kristen adalah sejumlah contoh konflik 
yang - sedikit banyak - dipicu oleh perbedaan konsep diantara kedua agama ini. 
Sebagian kalangan berpendapat bahwa perbedaan konsep keagamaanlah yang 
menjadi sumber konflik utama antara umat manusia.  
Selain itu, konflik karena agama juga bisa disebabkan karena doktrin suatu 
agama mulai mengeras, yakni dengan adanya perasaan dan sikap eksklusif. Sikap 
ini mengkondisikan para pemeluk agama mengklaim bahwa dirinya paling benar. 
Bentuk keberagamaan semacam ini secara potensial bisa membawa konflik 
kepada agama lain. Apalagi, sikap eksklusif itu dibenarkan dengan klaim bahwa 
hanya agama yang dipeluknya adalah yang paling benar, sementara agama lain 
adalah "jalan yang salah yang membawa pengikutnya kepada kesesatan". Di 
samping itu, setiap penganut agama biasanya cenderung membuat standar ganda 
dalam melihat agama lain. Dalam menilai agama sendiri, biasanya ia memakai 
standar bahwa agamanyalah yang paling benar menurut standar ideal-normatifnya 
sendiri. Sementara dalam melihat agama lain, selalu dilihatnya ada sesuatu yang 
tidak ideal. Standar ganda ini juga sering digunakan untuk menegaskan secara 
teologis bahwa agama sendiri selalu bersifat konsisten, tanpa pertentangan atau 
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kesalahan sama sekali, asli dari Tuhan, sementara agama lain banyak sekali 
kontradiksi, inkonsisten, dan merupakan buatan manusia.  
Akibatnya, salah satu dampak yang ditimbulkan dari konflik antar agama ini 
adalah pihak yang berkuasa akan memaksakan pihak yang tertindas untuk 
menganut agamanya karena menurut mereka agamanyalah yang paling benar. 
Padahal PBB melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 telah 
dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan 
agama. Menurut Ninan Koshy, kebebasan beragama terbagi dalam empat aspek. 
Pertama, kebebasan hati nurani (liberty of conscience); kedua, kebebasan 
mengekspresikan keagamaan (liberty of religious expression); ketiga, kebebasan 
untuk melakukan perkumpulan keagamaan (liberty of religious association); dan 
keempat, kebebasan menginstitusikan lembaga keagamaan ( institutional religious 
freedom). Baik kebebasan beragama menurut Deklarasi Universal Hak Asasi 
Manusia dari PBB maupun kebebasan beragama menurut Ninan Koshy adalah 
juga termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan secara pribadi atau 
dalam satu komunitas tanpa ada unsur paksaan apapun dan dari siapa pun juga.  
Bahkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, masalah kebebasan 
beragama juga diperluas bagi mereka yang tidak mengakui agama. Namun, 
kenyataan justru menunjukkan sebaliknya, bahwa berganti agama atau 
kepercayaan lebih banyak disebabkan karena adanya paksaan dari pihak tertentu 
(walau ada sebagian kecil orang yang memang berganti agama atas dasar 
keyakinan diri sendiri).  Hal itu semakin mudah dilakukan ketika terjadi konflik 
antar agama dalam masyarakat, dimana salah satu akan menjadi pihak yang 
berkuasa dan yang lainnya akan menjadi pihak yang dikuasai.  
Sebenarnya, jika ditinjau dan dianalisis dengan baik, agama bukanlah 
pemicu konflik baik konflik yang terjadi di Indonesia maupun negara-negara 
lainnya di berbagai belahan dunia. Karena pada dasarnya semua agama 
mengajarkan tentang kebaikan. Justru sikap ekslusif dan solidaritas berlebihan 
dari para pelaku agama itu sendiri yang menimbulkan konflik diantara pemeluk 
agama yang satu dengan pemeluk agama yang lain. Jika ditinjau dari segi etika, 
maka sikap ekslusif para pelaku agama yang cenderung berperilaku amoral atas 
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nama agama merupakan hal tidak tepat dan tidak dapat dibenarkan sama sekali. 
Etika mengatur bagaimana seharusnya manusia berperilaku. Secara khusus etika 
sosial menitiberatkan tentang bagaimana seharusnya seseorang menjalankan 
hidupnya dalam hubungannya dengan masyarakat untuk mencapai keamanan, 
keselamatan, dan kesejahteraan hidup bermasyarakat. Etika membantu kita untuk 
sanggup menghadapi ideologi- ideologi yang merebak di dalam masyarakat secara 
kritis dan obyektif. Dan terutama, etika membantu para pelaku agama untuk 
menemukan dasar dan kemapanan iman kepercayaan sehingga tidak bersikap 
tertutup, baik terhadap keberadaan agama lain maupun dengan perubahan jaman. 
Selain itu, dari sudut pandang etika sosial, perihal kebebasan beragama juga  
dihargai sebagai hak asasi seorang individu untuk memeluk agama tertentu atau 
bahkan tidak menganut salah satu agama manapun didunia. Lewat itu semua maka 
keamanan, keselamatan, dan kesejahteraan hidup bermasyarakat baik di Indonesia 
maupun di dunia akan tercapai.  
Karena pada dasarnya semua agama mengajarkan tentang kebaikan. Justru 
sikap ekslusif dan solidaritas berlebihan dari para pelaku agama itu sendiri yang 
menimbulkan konflik diantara pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama 
yang lain. Dan jika ditinjau dari segi etika, maka sikap ekslusif para pelaku agama 
yang cenderung berperilaku amoral atas nama agama merupakan hal tidak tepat 
dan tidak dapat dibenarkan sama sekali. Etika mengatur bagaimana seharusnya 
manusia berperilaku. Secara khusus etika sosial menitiberatkan tentang bagaimana 
seharusnya seseorang menjalankan hidupnya dalam hubungannya dengan 
masyarakat untuk mencapai keamanan, keselamatan, dan kesejahteraan hidup 
bermasyarakat. Etika membantu kita tidak agar tidak kehilangan orientasi dalam 
transformasi budaya, sosial, ekonomi, politik dan intelektual. Etika juga 
membantu kita sanggup menghadapi ideologi- ideologi yang merebak di dalam 
masyarakat secara kritis dan obyektif. Dan terutama, etika membantu para pelaku 
agama untuk menemukan dasar dan kemapanan iman kepercayaan sehingga tidak 
bersikap tertutup, baik terhadap keberadaan agama lain maupun dengan 
perubahan jaman. 
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Karena seperti yang dikatakan oleh Hans Kung bahwa tidak ada 
perdamaian dunia tanpa perdamaian antar agama. Untuk itu, melalui tinjauan etika 
sosial yang juga merupakan bagian dari etika global maka berbagai komunitas 
agama yang berbeda, baik yang ada di Indonesia maupun dunia secara 
keseluruhan, perlu ditempatkan dalam sebuah aras dan perspektif tertentu demi 
menggalang kerjasama untuk menjawab tantangan kemanusiaan baik di tingkat 
global, nasional maupun lokal (seperti konflik yang terjadi di Ambon). Dalam 
perspektif ini, agama hendaklah didorong kepada sebuah realisasi tentang iman 
mereka agar menjadi semakin konkrit dan dituntut untuk bertanggung jawab 
terhadap nasib kehidupan masyarakat baik secara terbatas maupun global, dan 
bukan sebaliknya bersifat paradoks yakni dengan menjadi pemicu konflik.  
 
D. KESIMPULAN DAN SARAN 
Konsep agama dalam masyarakat sering disalahartikan oleh para pelaku 
agama sendiri dengan menjadikannya sebagai faktor pemicu konflik. Selain itu 
peran agama dalam berbagai konflik di Indonesia adalah sesuatu yang paradoks 
dari tujuan utamanya, yakni membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi para 
pemeluknya, justru menjadi penyebab konflik yang disertai pembunuhan karena 
sikap ekslusif (merasa ajaran agamanya yang paling benar) dan solidaritas 
berlebihan dari masing-masing pemeluk agama. Konsep kebebasan beragama 
sering tidak dihargai lagi sebagai hak dasar atau hak asasi seorang individu karena 
berbagai hal, salah satunya sebagai akibat dari konflik antar agama yang terjadi di 
Indonesia. Ditinjau dari segi etika sosial, maka peran agama yang cenderung 
paradoks dengan tujuan utamanya serta kebebasan beragama yang cenderung 
tidak dihargai lagi adalah sesuatu yang salah dan tidak dapat dibenarkan. Karena 
pada intinya semua agama mengajarkan kasih dan kebenaran kepada pemeluknya 
dan kebebasan beragama merupakan hak asasi setiap individu yang tidak bisa 
dipaksakan. Hal ini sejalan dengan pandangan etika sosial yang mengajarkan 
tentang bagaimana seseorang menjalankan hidupnya dalam hubungan dengan 
masyarakat guna mencapai keamanan dan kesejahteraan hidup bersama.  
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Perlunya pandangan keagamaan yang terbuka, toleran, dan penuh dengan 
kelapangan dada dari setiap pemeluk agama. Agama harus berperan untuk 
membentuk sikap pluralisme yang mengakui bahwa agama lain juga sama-sama 
sah dan mempunyai nilai kebenaran.  Setiap individu harus menghargai 
keberadaan individu lain di muka bumi ini dengan segala hak-haknya, termasuk 
hak seorang individu untuk bebas memeluk agama apa saja atau bahkan tidak 
memeluk salah satu agama apa pun. Suatu negara hendaklah melindungi dan 
menjamin hak kebebasan beragama dari setiap warga negaranya. Dalam kaitannya 
dengan negara Indonesia, maka Pasal 29 UUD 1945 haruslah direalisasikan dalam 
kehidupan bermasyarakat. Jangan hanya bersifat teoritis semata tetapi sebaiknya 
juga praktis diwujudkan.  
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